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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan sistem 
perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya sanksi, 
religiusistas, dan niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak yang 
dengan theory planned of behavior sebagai teori yang dipakai. Populasi dalam penelitian ini 
meliputi seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo 
sampai tahun 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Incindental Sampling. 
Data penelitian bersifat primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 129 
responden. Dari 129 responden, sebanyak 100 kuesioner yang dapat diolah. Metode analisis 
datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini  menunjukkan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma 
moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas, dan niat berperilaku tidak 
patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci: theory planed of behavior, ketidakpatuhan wajib pajak, persepsi keadilan sistem 
perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya 




  This study aims to determine the effect perception tax equity system, social 
norms,moral norms, subjective norms, the risk pf detection, the magnitude of the sanctions, 
religiosity, and intention to behave disobeying noncompliance with the theory of planned 
behavior theory. The population in this study covers all individual taxpayers listed on STO 
Sukoharjo until 2015. The sampling technique is incindental sampling. Data isobtained by 
distributing questionnaires to129 respondents. Of the 129 respondents, 100 questionnaires 
can be processed. Data analysis is used in this research is multiple is multiple linear 
regression analysis. The result of this study indicate the perception tax equity system, social 
norms, moral norms, subjective norms, the risk of detection, the magnitude of sanctions, 
religiosity, and intention to behave disobedient effect on noncompliance of taxpayers. 
 
Keywords: planned nehavior theory, noncompliance tax, perception tax equity system, social norms, moral 
norms, subjective norms, the risk of detection, the magnitude of sanctions, religiosity, and 




Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan pembangunan di segala 
sektor, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu faktor pendukung 
pembangunan di Indonesia adalah pajak, dimana pajak merupakan salah satu 
penerimaan negara yang paling besar guna mendukung pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal 
tersebut dapat dilihat dari perbandingan pendapatan pajak negara tahun 2011-2014 
meningkat 72,19% di tahun 2011 ke 73,28% di tahun 2012 mencapai 75% di tahun 2013 
dan 76,20% di tahun 2014. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa peran perpajakan 
akan semakin menetukan bagi jalannya roda pemerintahan saat ini dan dimasa yang akan 
datang. Oleh karena itu, peran perpajakan sangatlah pentingbagi perkembangan negara 
seperti halnya di neara-negara maju lainnya. 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonedia No 184/PMK.03/2015 
tentang tata cara pemeriksaan yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak revisi 
dari  Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.03/2013 yang bertujuan untuk lebih 
mengoptomalkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan 
perpajakan, perlu mengatur kembali tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan memiliki dua 
jenis, yang pertama pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
kedudukan, tempat usaha, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain. Kedua 
pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal 
Pajak dimana semakin tinggi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaannya 
dilakukan melalui pemeriksaan lapangan. 
Dijelaskan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi rakyat. 
Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2005). 
Peran dan partisipasi seluruh masyarakat tanpa memandang dari golongan 
manapun sangatlah dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakan. Titik berat dalam 
keberhasilan dalam reformasi perpajakan ini adalah menumbuhkan tingkat kesadaran 
masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perwujudan dari pengabdian dan peran 
serta dari wajib pajak sebagai cerminan dari kewajiban serta melaksanakan kegotong 
royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak terutang (Admino, 2008). 
Tidak dipungkiri bahwa ada perusahaan ataupun orang pribadi yang 
menganggap pajak sebagai biaya yang daoat merugikan ataupun mengurangi 
pendapatan. Kecenderungan ketidakpatuhan pajak tersebut jelas soal serius bagi 
pemerintah, khususnya wajib pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara 
dari sektor pajak negara yang berkurang sehingga secara otomatis juga berdampak pada 
masalah APBN. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membahas tentang 
peningkatan penerimaan pendapatan dalam negeri, dimana wajib pajak dapat 
menghitung, melunasi dan melaoprkan pajaknya dengan self assessment system. 
Penelitian terdahulu Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) 
melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional 
atau staf pajak. Model theory Planned of Behavior yang digunakan dalam penelitian 
memberikan penjelasan yang signifikan bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) wajib 
pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap dan norma subyektif. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mencari bukti empiris tentang persepsi keadilan 
aiatem perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya 
sanksi, religiusitas, dan niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 




II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
Theory of Planned Behavior 
Theory of planned Behavior (TPB) menerangakan bahwa perilaku yang ditampikan 
oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculmya niat untuk 
berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) behavior beliefs, yaitu keyakianan 
individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and 
aoutcome evaluation); (2) normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang 
lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to 
comply);  dan (3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilakan (control beliefs) dan 
persepsinya tenyangseberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku 
tersebeut (perceived power) (Ajzen, 1991). 
 
Hipotesis  
Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Ketidakpatuahan 
Wajib Pajak 
Keadilan (equity attitude) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem 
pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan 
memepengaruhi niat untukberperilaku tidak patuh. Wentzel (2003) meneliti mengenai 
keadilan prosedural dalam keputusan pajak. Elemen utama untuk keadilan yang 
dirasakan adalah netralitas prosedur yang digunakan, jaminan mutu otoritas pajak, sopan 
bermartabat, dan penghormatan terhadap pembayar pajak sebagai individu atau 
kelompok. Wajib pajak mengharapkan pajak akan memberikan informasi yang cukup 
tentang hukum pajak dan peraturan sehingga mereka dapat meneyelesaikan 
pengambilan pajak mereka seakurat mungkin. 
Hasil penelitian Benk et.al., (2011) menunjukkan bahwa keadilan (equity 
attitude) tidak mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Sedangkan Teik Hai 
dan Ming See (2011) menemukan hubungan yang negatf antara equity attitude dan niat 
untuk berperilaku tidak patuh. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah: 
H1 : persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Norma Sosial Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Norma sosial persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk 
perilaku tertentu (Azjen, 1991). Norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang 
dipersepsikan individu dimana satu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, 
saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut 
untuk mematuhi mereka (Azjen, 1991). Hasil penelitian Benk Et.al., (2011) 
menunjukkan hubungan yang positif antara norma sosial dengan niat berperilaku tidak 
patuh. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 
   H2 : norma sosial berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
Pengaruh Norma Moral Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun 
kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika seorang wajib pajak memiliki moral 
yang tinggi, maka wajib pajak tersebutakan berpikir positif dan melakukan sesuatu hal 
yang dinilai baik dab perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang 
dinilaiburuk wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya 
pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Blanthorne (2000), Kaplan et.al., (1997), Hanno & Violette (1996) telah membuktikan 
secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap 
niat ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian Mustikasari (2007) menunjukkan hubungan 
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yang negatif signifikan antara kewajiban moral dengan niat berperilaku tidak patuh. 
Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H3: norma moral berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Norma subyektif merupakan kekuatan pengaruh pandangan orang-orang 
disekitar tax professional terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak (Jayyanto, 2011). 
Norma subyektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu 
tertentu atau kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi 
yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu (Ajzen, 1991). 
Hasil penelitian oleh Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa norma subyektif, yaitu 
persepsi orang lain seperti teman sejawatdan keluarga, berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat berperilaku patuh. Berdasarkan hal diatas maka hipotesis 
penelitian ini adalah: 
H4: norma subyektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Risiko Deteksinya Kecurangan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
Risiko merupakan penyebaran/ penyimpangan hasil aktual dari dasil yang 
diharapkan (Djojosoedarso , 2003). Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/ outcome 
yang berbeda dengan yang diharapkan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu 
yang merugikan  yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Sedangkan risiko sendiri 
merupakan bagian dari sanksi legal yang ada pada sistem perpajakan. Hasil penelitian 
Benk et.al., (2011) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi niat untuk 
berperilaku tidak patuh wajib pajak. Berdasarkan hal diatas maka hipotesis penelitian ini 
adalah: 
H5: risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib 
pajak 
 
Pengaruh Besarnya Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Sanksi adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan negara atau kelompok 
tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
merupakan pendapat dari para ahli. Secara konvensional sanksi digunakan untuk 
meningkatkan kepatuhan. Sanksi hukum mengacu pada sikap yang dianut oleh hukum 
terhadap perilaku yang tidak kompatibel dari individu-individu tentang pajak yang 
dievaluasi. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap 
perilaku. Oleh sebab itu, sanksi yang ditetapkan tidak hanya mempengaruhi perilaku 
tidak patuh juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung.kenaikan dan 
besarnya pinalti akan menyebabkan berkurangnya penggelapan pajak dan meingkatkan 
tingkat kepatuhan pajak melalui efek jeranya. Hasil penelitian Benk et.al., (2011) 
menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak 
patuh wajib pajak. Berdasarkan hal diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H6: besarnya sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 
 
Pengaruh Religiusitas Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua 
agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan 
menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk 
pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Torgler (2006) telah melakukan 
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penelitian yang luas tentang peran religiusitas dan awalnya mengungkapkan bahwa 
semangat pajak bergantung secara positif pada religiusitas. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan dengan perilaku sesorang untuk 
menggelapkan pajak. Berdasarkan hal diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H7: religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Niat Berperilaku Tidak Patuh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku 
(Ajzen, 1991). Hal ini berarti, pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau 
tendensinya. Variabel laten niatdiukur dengan 2 indikator sebagaimana yang pernah 
dilakukan oleh beberapa peneliti kepatuhan wajib pajak, yaitu kecenderungan dan 
keputusan (Bobek, 2003). Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi 
wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi peraturan 
perpajakan. 
Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), 
Mustikasari (2007) telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara 
positif signifikan terhadap perilaku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian 
ini adalah: 
H8: niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 
III. METODE PENELITIAN 
  Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo. Pada penelitian 
ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode incindental Sampling. Data dan 
sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan 
menggunakan kuesioner. Setelah dilakukan penelitian diperoleh sampel sebanyak 100 
responden. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel 
independen. 
 
1. Variabel Independen 
 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, 
risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas dan niat berperilaku tidak patuh terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak yang semuanya diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. 
 Mengukur variabel persepsi keadilan sistem perpajak, norma sosial, norma 
moral, risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas, dan niat berperilaku tidakpatuh 
menggunakan instrumen penelitian diadaptasi dari Benk at al.,(2011) yang berjumlah 
17 item pertanyaan, sedangkan untuk variabel norma subyektif menggunakan 
instrumen penelitian yang diadaptasi dari Tarjo (2009) yang berjumlah 7 item 
pertanyaan. 
 
2. Variabel Dependen 
 Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan ketidakpatuhan perpajakan. 
Variabel ketidakpatuhan perpajakan diukur dengan instrumen yang dikembangkan 








  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi berganda yaitu melihat 
pengaruh faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Model regresi 
yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut : 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5+ β6X6 + β7X7 + β8X8 + e 
Keterangan: 
Y  = Ketidakpatuahn Wajib Pajak 
α  = Bilangan Konstanta 
β1...βn = Koefisien arah Regresi 
X1  = Persepsi keadilan sistem perpajakan 
X2  = Norma Sosial 
X3  = Norma Moral 
X4  = Norma Subyektif 
X5  = Risiko Deteksi 
X6  = Besarnya Sanksi 
X7  = Religiusitas 
X8  = Niat Tidak Patuh 
e  = Kesalahan penggang (disturbance’s error) 
IV. HASIL PENELITIAN 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. Data diperoleh menggunakan kuesioner dari 129 yang disebar, 100 kuesioner 
yang dapat diolah. 
Uji Kualitas Data 
Uji Validitas  
 Hasil pengujian validitas diketahui semua pernyataan dinyatakan valid jika r hitung 
> r tabel. Dengan nilai signifikansi (p value) < 0,05, semua item pertanyaan dalam 
masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Variabel persepsi keadilan sistem 
perpajakan tertinggi sebesar 0,963 > 0,195 dan terendah 0,942 > 0,195. Variabel norma 
sosial tertinggi 0,946 > 0,195 dan terendah 0,943 > 0,195. Variabel norma moral 
tertinggi 0,984 > 0,195 dan terendah 0,983 > 0,195. Variabel norma subyektif tertinggi 
0,980 > 0,195 dan terendah 0,947 > 0,195. Variabel risiko deteksi tertinggi 0,987 > 
0,195 dan terendah 0,986 > 0,195. Variabel besarnya sanksi tertinggi 0,959 > 0,195 dan 
terendah 0,955 > 0,195. Variabel religiusitas tertinggi 0,889 > 0,195 dan terendah 0,853 
> 0,195. Variabel berperilaku tidakpatuh 0,977 > 0,195. Variabel ketidakpatuhan wajib 
pajak tertinggi 0,902 > 0,195 dan terendah 0,816 > 0,195. 
Uji Reliabilitas 
 Untuk mengetahui reliabilitas kuesioner dilakukan dengan teknik Cronbach Alpha. 
Hasil pengujian reliabilitas pada semua variabel diperoleh nilai Cronbach Alpha > 0,70 
menunjukkan reliabel. Variabel persepsi keadilan sistem perpajak sebesar 0,950 > 0,70. 
Variabel norma sosial  sebesar 0,878 > 0,70. Variabel norma moral  sebesar 0,966 > 
0,70. Variabel norma subyektif  sebesar 0,988 > 0,70. Variabel risiko deteksi  sebesar 
0,972 > 0,70. Variabel besarnya sanksi  sebesar 0,908 > 0,70. Variabel religiusitas  
sebesar 0,942 > 0,70. Variabel niat berperilaku tidakpatuh  sebesar 0,952 > 0,70. 
Variabel ketidakpatuhan wajib pajak  sebesar 0,842 > 0,70.  
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 Hasil perhitungan Kolmogorov-Sminov menunjukkan bahwa nilai signifikansinya (p 
value) sebesar 0,443> 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi 
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layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data 
penelitian terdistribusi normal. 
Uji Multikolinieritas  
 Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai 
nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti 
menunjukkan bahwa tidak adanya masalah multikoliniertas dalam model regresi, 
sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 
Uji Heterokedastisitas 
 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa masing-masing variable 
mempunyai nilai signifikansinya (p value) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 
variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan 
dalam analisis regresi 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 
adanya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).  
 
Tabel 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Variabel Standardized 
Coefficients 
T Sig Keterangan 
Beta 
(Constant)     
Keadilan  0.318 4.302 0.000 Signifikan 
Norma Sosial  0.238 3.542 0.001 Signifikan 
 Norma Moral 0.147 2.108 0.038 Signifikan 
Norma Subyektif  0.229 3.015 0.003 Signifikan 
Risiko Deteksi  0.272 3.623 0.000 Signifikan 
Besarnya sanksi 0.181 2.600 0.011 Signifikan 
Religiusitas 0.268 3.400 0.001 Signifikan 
Niat Berperilaku Tidak Patuh  0.221 2.979 0.004 Signifikan 
R2 = 0.636 F hit = 19.878 
Adjusted R2 = 0.604 F tab = 2.04 
t table = 1.986    
     Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
 
 Hasil uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 16.0 diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 0 + 0,318X1 + 0,238X2 + 0,147X3 + 0,229X4 + 0,272X5 + 0,181X6 + 0,268X7 
+0,221X8 + e 
 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat disimpulkan bahwa 
nilai konstanta sebesar 0 artinya variabel dependen dari penelitian inisudah negatif, maka 
tidak terjadi peningkatan secara konstan pada variabel independen. Sedangkan nilai 
koefisien regresi untuk variabel persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial, 
norma moral, risiko deteksi, besarnya sanksi, dan religiusitas menyatakan semakin tinggi 
persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, risiko deteksi, besarnya 
sanksi, dan religiusitas maka ketidakpatuhan wajib pajak rendah. Sedangkan untuk 
variabel norma subyektif dan niat berperilaku tidakpatuh menyatakan semakin tinggi 
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norma subyektif dan niat berperilaku tidakpatuh maka semakin tinggi pula 
ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Uji F (Uji Model) 
 Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 19,878 > F tabel (2,04) dengan nilai 
signifikannya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap ketidakpatuhan wajib pajak secara simultan. Dengan kata lain model 
regresi yang terbentuk fit untuk digunakan dalam analisis. 
Uji t 
 Hasil analisis uji t diketahui bahwa nilai t hitung untuk variable persepsi keadilan 
sistem perpajakan sebesar 4,302 > t table (1,986) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 
berarti lebih kecil dari 0,05; maka H1 diterima. Artinya bahwa persepsi terhadap keadilan 
sistem perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 Norma sosial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,542 > t table (1,986) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,001 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima Artinya bahwa 
norma sosial berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 Norma moral diperoleh nilai t hitung sebesar 2,108 > t table (1,986) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,038 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya bahwa 
norma moral berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 Nilai t hitung untuk variable norma subyektif sebesar 3,015 > t table (1,986) 
dengan nilai probabilitas sebesar 0,003 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. 
Artinya bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. 
 Risiko deteksi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,623 > t table (1,986) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H5 diterima Artinya bahwa 
risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.  
 Besarnya sanksi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,600 > t table (1,986) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,011 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H6 diterima. Artinya bahwa 
besarnya sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 Nilai t hitung untuk variable religiusitas sebesar 3,400 > t table (1,986) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,001 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H7 diterima. Artinya bahwa 
religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak. 
 Nilai t hitung untuk variable niat berperilaku tidak patuh sebesar 2,979 > t table 
(1,986) dengan nilai probabilitas sebesar 0,004 berarti lebih kecil dari 0,05; maka H8 
diterima. Artinya bahwa niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak. 
Uji Koefisien Determinan (R2) 
 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 
0,604 yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 
independen sebesar 60,4%. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi 
persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, risiko 
deteksi, besarnya sanksi, religiusitas, dan niat berperilaku tidakpatuh mempengaruhi 
ketidakpatuhan wajib pajak sebesar 60,4% sedangkan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
PEMBAHASAN 
Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan sistem 
perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan 
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bahwa semakin tinggi persepsi keadilan sistem perpajakan maka akan meningkatkan 
kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk 
berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap 
sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi. Hasil penelitian ini 
memperkuat hasil penelitian Basri et.al (2012) yang menunjukkan bahwa keadilan 
mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. 
Pengaruh Norma Sosial terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial  berpengaruh 
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (1991), norma sosial adalah 
persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. norma 
sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimanas atu orang 
ataulebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku 
tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Hasil penelitian ini 
memperkuat hasil penelitan Basri et al., (2012). Menunjukkan hubungan yang positif 
norma sosial dengan niat berperilaku tidak patuh. 
 
Pengaruh Norma Moral terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa norma moral berpengaruh 
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki moral yang 
tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berpikir positif dan melakukan suatu hal yang 
dinilai baik dan perlu dilakukan. Dengan demikian wajib pajak tersebut akan segera 
memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang 
ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki moral yang 
rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari 
kewajiban perpajakannya.  
 Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitan Basri et al., (2012).  Menunjukkan 
hubungan yang positif  norma moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Sedangkan 
hasil penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) menyebutkan bahwa kewajiban moral  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak.  
 
Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
 Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari Jayanto (2011) yang menemukan 
hasil bahwa norma subjektif yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
Semakin besar tekanan sosial/ norma subyektif dari lingkungan responden untuk tidak 
patuh terhadap pajak, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap 
pajak, demikian pula sebaliknya. Pengaruh orang sekitar (perceived social pressure) yang kuat 
yakni teman, atasan, dan petugas pajak yang terefleksikan di dalam norma subyektif yang 
mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh. 
 
Pengaruh Risiko Deteksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko deteksi berpengaruh 
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Cummings et al, (2009) menemukan bahwa 
terjadinya penurunan penggelapan pajak dan sebagai hasilnya terjadi peningkatan 
kepatuhan pajak, paralel dengan peningkatan risiko penahanan. Demikian juga, kenaikan 
dan besarnya penalti akan menyebabkan berkurangnya penggelapan pajak dan 
meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek jeranya. Penelitian ini konsisten 
dengan hasil penelitian Basri et.al., (2012) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan 






Pengaruh Besarnya Sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
 Sanksi yang dihadapi dapat berupa (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalti. 
Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk 
tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak 
terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan tidak hanya 
mempengaruhi niat berperperilaku tidak patuh juga mempengaruhi perilaku tidak patuh 
secara langsung. 
 Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Basri et.al., (2012) menunjukkan 
bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidakpatuh wajib 
pajak. 
 
Pengaruh Religiusitas terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
 Faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang 
dalam kepatuhan membayar pajak. Seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih 
cenderung untuk melakukan penipuan pajak, sehingga menurunkan niatnya untuk 
berperilaku tidak patuh. Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh 
seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol 
perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Hal ini berarti orang mengandalkan 
nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. 
Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian Basri et.al (2012) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap 
perilaku tidak patuh wajib pajak. 
 
Pengaruh Niat Berperilaku Tidak Patuh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
 Hal ini dapat diartikan semakin tinggi niat wajib pajak untuk berperilaku tidak 
patuh maka semakin meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mustikasari (2007); Basri et.al 
(2012) yang menemukan hasil bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap 
perilaku. Hasil ini menunjukkan bahwa wajibpajak yang memiliki niat tidak patuh jika 




 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan bahwa variabel persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma sosial, 
norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas dan niat untuk 
berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan  pajak wajib pajak, hal ini 
berarti seluruh hipotesis diterima. 
 Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain : ruang lingkup 
penelitian ini hanya dilakukan di satu KPP saja yaitu KPP Pratama Sukoharjo, sehingga 
untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat secara general maka perlu dilakukan 
penelitian yang lebih luas dengan menambahkan obyek penelitian lebih dari satu KPP. 
Penelitian ini hanya menguji pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan, norma 
social, norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas, dan 
niat berperilaku tidak patuh  terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, padahal masih ada 
faktor lain yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak terbukti dari nilai adjusted R 
square hanya sebesar 60,4% jadi masih ada 39,6% dipengaruhi faktor lain di luar 
penelitian. Sulitnya menjangkau seluruh sampel sehingga tidak semua total sampel 
terpenuhi sebagai responden penelitian. 
 Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas obyek penelitian yaitu lebih dari 
satu KPP dapat dilakukan se-Karisidenan Surakarta, agar hasil penelitian dapat 
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digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas 
eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.  Penelitian berikutnya dapat 
menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak 
diantaranya faktor kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, persepsi wajib pajak 
terhadap pemerintah, persepsi tentang kondisi keuangan, persepsi tentang fasilitas 
perusahaan, persepsi tentang iklim organisasi, dan sebagainya. Jumlah sampel lebih 
diperbanyak agar diperoleh hasil yang lebih komprehensi dan dapat menggunakan 
metode tambahan yaitu wawancara secara langsung kepada responden agar responden 
memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat 
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